
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BAE'AN PEFTGEMB&I{GJdS $UMBER xlAY8, MA$USIA HUKUM DAFT HA&{

KEMEP{TERI&N Ht-t}fl.Ih,X $AIq HrEK ASJISI MA}IUSIA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAIIfA TENGAH

TENTANG

SI}{ERGI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIML NEGARA

DI PROVINSI J&}MA 
"BI{GAH

i\[*nr*r : SDM-Otr*SM.S?"O2 TAH{,}FI 2*21

Nomor :894/1231202L

Fada hari ini Seain, tanggat Dua Puluh Sembilan buian November tahun Dua Ribu

Dua Puluh Satu, berternpat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

L, ASEP KURNI,{ : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Marrusia Hukrrm dan HAM, berdasarkan

Keputusaa Menteri Hukura dan Hak Asasi

Manusia Republik krdonesia Nomar SEK-

18.KP.O3.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018,

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari

Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingfuungan

Kementerian Hukrm dan Hak Asasi Marrusia,

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas

r:.arna Badan Pengembangan Surnber Daya

Manusia Hukum dan HAM yang berkedudukan di

Jl- Raya Gandul No. 4 Jawa Barat selaojutnya

disebrrt disebut PIHAK KESATU;



2. GANJAR PRANOWO Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di

Semarang, Jalan Pahlawan No.9, berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

158/p Tahun 2O18 Tanggal 29 Agustus 2O18

tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur

Jawa Tengah masa Jabatan Tahun 2O18 sampai

dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas narna Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah, yang selanjutrrya PIHAK KEDUA.

Berdasarkan;

{1} Undang-Undarg Nomor 1O Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa

Teuga-h {Himpunan Feraturar-Peraturan $egara Tahun 195S Nomor 86'92t

{21 Undang-Undang F{cmor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil I'$egara

{Lembaran Negara Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 54941.

t3) Undang-Undang f{omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244 Tambahan

temharan Negara Republik h:donesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Taln]n 2020

tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik krdonesia Nomor 5679)

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

{5i Peraturan Meateri Hukum dan Hak Asasi Marrusia Nomor 4 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

dan HAM.

{6} Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tal:rufi 2024

tentang Tata Cara Kerja Sa-ma Daerah Dan Kerja" Sama Daerah Dengar Pihak

Ketiga



(u
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sarna disebut PARA PIHAK

dan masing-masing disebut PIHAK. Sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan

tentang Sinergi Program Fengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di

Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan-keterrtuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud Nota Kesepakatan irri adalah sebagai dasar daa petur{uk

penyelenggaraatt Program Pengembangan Kompetensi Atrraratur Sipil Negara

di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program

Pengembangan Kompeten$i Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
$BTEK DAN RUA}IG LII{GKUP

Pasal 2

Objek Nota Kesepakatan irri adalah Sinergi Progpa.m Pengembangan

Kompeterrsi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah

Ruang Lingknp Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. pelatil an/ workshop I seninar/ Focr.ls Graup Discussion {FGD} ;

b. sertifikasi kompetensi;

c. penyediaan fasilitator; dan

d. penggunaan sararra dan prasarana belajar.

BAB III
PE{,AKSANAAN

Pasal 3

Nota kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Rencana Kerja

Rencana Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 PIHAK KESATU

menrrgaskan Balai Pendidikan dan Pelatilran Hulcum dan HAM dan PIHAK

KEDUA merrugaskan Perangkat Daerah terkait
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BAB IV

SUMBER BIAYA

Passl 4

Semua biaya ya$g timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan

pada:

a- Da*ar Isian Felaksgnaa.n A:rgg*ra* {BIFA} pe$a E}al&i Pemdidiken den

Felatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah

b. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daera-l {APBD) Provinsi Jawa Tengah

c. Srrmber Dana lain yang sal. dan tidak mengikat

BAB V

JANGKA \ffAKTU

Pasat 5

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 [ima) tahu:r, $ejak ditandatangani PARA

PIHAK

BAB 1rI

PE}TUTUP

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari" tanggal, bulan dan

tahun sebagaiman disebut pada awal kesepakatan, dalam rangkap 2 {dua} asli

bermaterai cukrrp dan meirrpunya.i kekuatan hukur:a yarlg sErrlfa untrrk rrrasing

masing PIHAK.
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